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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  

TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BALAI PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI CIKARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif terhadap 

Pihak Tertentu atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak pada Balai Pelatihan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3760); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah 

serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4597); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 
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9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN 

TARIF TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS JENIS DAN TARIF 

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA 

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI CIKARANG. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah 

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah 

unit satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang bertugas menyelenggarakan penelitian 

dan pengembangan di bidang komunikasi dan 

informatika serta pengembangan sumber daya manusia 

komunikasi dan informatika. 

3. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Cikarang yang selanjutnya disebut BPPTIK 

Cikarang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan 

Balitbang SDM yang menyelenggarakan pelatihan, uji 

kompetensi dan sertifikasi, serta pelayanan produk jasa 

di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang 

selanjutnya disebut Penyelenggaraan Diklat adalah 

kegiatan pembelajaran serta pengembangan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada 

tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu dalam bidang 
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teknologi informasi dan komunikasi pada BPPTIK 

Cikarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

5. Penggunaan Sarana dan Prasarana adalah penggunaan 

sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Diklat 

pada BPPTIK Cikarang sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

6. Pihak Tertentu adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang melakukan hubungan kerja sama di bidang 

Penyelenggaraan Diklat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

7. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika. 

 

Pasal 2 

(1) Jenis PNBP yang berlaku pada BPPTIK Cikarang yang 

dikenakan terhadap Pihak Tertentu meliputi penerimaan 

yang berasal dari: 

a. Penyelenggaraan Diklat; dan 

b. Penggunaan Sarana dan Prasarana. 

(2) Tarif PNBP yang berlaku pada BPPTIK Cikarang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap 

Pihak Tertentu. 

(3) Tarif PNBP yang berlaku pada BPPTIK Cikarang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) terhadap Pihak 

Tertentu. 
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